BUPATI KUBU RAYA
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR % TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk
mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti
korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melavani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Hebas dar Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6} Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 1
Penyelenggnran Negara yang Bersih dan Bebas dari }
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik
Indoresig Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran ;"
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); /

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tcnt&ngh
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara
Republik mdonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
HBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedomean Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayvagunaan

b
i

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun /

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPS! DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Persturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Rava.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Satuan Kerja Perangkat Daernh vang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya.



5. Peiabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai
Megeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai
Harian serta Pegawal vang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

6. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada SKFPD yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
Wilavah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
melalui reformasi hirokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut menuju
WBK adalah predikat vang diberikan kepada SKPD yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan
sistem manasjemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan

 penguatan akuntabilitas kinerja.

8. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut
menuju WBBM adalah predikat yvang diberikan kepada SKPD yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana,
penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan
pengawasan, penguatan gkuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas
pelayanan publik.

9. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim vang dibentuk oleh
Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan
terhadap SKPD yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju
WBEK/menuju WBBM.

10, Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD adalah tim yang dibentuk oleh
Kepala SKPD yang mempunyal tugas untuk melakukan pembangunan
zona integritas di ingkungannya.

11.Tim Penilai Internal vang selanjutnya disingkat TPl adalah tim yang
dibentuk oleh Bupati vang mempunyai tugas melakokan penilaian
terhadap SKPD dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menuju
WBBM.

12. Tim Penilai Nasional yang selanjuinya disingkat TPN adalah tim yang
diberituk untuk melakukan evaluasi terhadap SKPD vang diusulkan
menjadi Zona Integritas menuju WEK dan menuju WBBM.

Pasal 2

Pefivelenggaraan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bertujuan untuk:
a. meningkatkan pengetshuan dan pemahaman pejabat/ pegawal tentang
pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;

b, meningkatikan kepatuhan  pejabat/pegawai terhadap  ketentuan

pencegahan dan pemberantasan korupsi;

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas SKFL;

. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme; dan

2. meningkatkan pelayanan publik.

g



BAB 11
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

(1) Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program
manajemen perubahan, penatasn tata laksana, penataan manajemen
sumber dava manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas
dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkret.

() Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membuat dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas
sebagaimana tercantum pada Lampiran yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan dengan
membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

(4] Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdir dari:
pengarah;
pembinag;
penanggung jawakb;
ketua;
wakil ketua;
sekretars; dan
angegota.
(5} Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, terdin dar:
a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan prea manajemen
perubahan, penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas,
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dengan area penataan manajemen Sumber Daya Manusia,
c. Inspektorat Daerah dengan area penguatan pengawasan;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan area peningkatan
kualitas pelayanan publik; dan
e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
area peningkatan kualitas pelayanan publik.

(6) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

wee R TR

Pasal 4

(1) Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD membuat laporan atas
pembangunan Zona Integritas di lingkungannya secara berkala.

(2] Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Inspektorat Daerah selaku SKPD vang membidangi pengawasan.

Pasal 5

(1) Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua
dan 4 (empat] orang angegota.

(2) Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD diketuai oleh pejabat yang berada
| tingkat di bawah Kepala SKPD.



BAB 11l
PENETAPAN SKPD MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPS!/
WILAYAH BIRDKRAS] BERSIH DAN MELAYAN!

Pasal 6

(1] Bupati menetapkan satu atau beberapa SKPD yang diusulkan sebagai
SKPD berpredikat Menuju WBK dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati menetapkan satu atau beberapa SKPD yang telah memperoleh
predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai SKPD berpredikat Menuju
WBBM dengan Keputusan Bupati.

(3) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui proses identifikasi oleh Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas,

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 7

(1) TPl melakukan penilaian terhadap SKPD yang ditetapkan untuk diusulkan
memperoleh predikat WBK/WBBM.

(2) Hasil penilaian TPl dilaporkan kepada Bupati untuk disampaikan ke
Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam
rangka evaluasi oleh TPN,

(3) SKPD vang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh
predikat menuju WBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebaga1 SKFD
berpredikat menuju WBK.

(4} SKPD vang telah mendapatian predikat menuju WBK agar meningkatkan
pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBBM.

(5) SKPD vang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh
predikat menuju WBBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai
SKPD berpredikat menuju WBBM.,

Pasal 8

(1) TPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1] bertugas sehagal

berikut:

a_ melakukan penilaian kesiapan dan monitoring kemajuan pembangunan
zona integritas di SKPD;

b. melakukan penilaian mandiri SKPD dalam rangka memperoleh predikat
menuju WBK atau WBBM,;

¢. membuat laporan pelaksanaan penilaian terhadap SKPD;

d, mendampingi SKPD yang telah ditetapkan untuk kemajuan dalam
pembangunan zona integritas;

e. menyvampaikan hasil laporan penilaian internal kepada Bupati; dan



{. mengusulkan Keputusan Bupati tentang penetapan SKPD yang menjadi
zona integritas menuju WBK @ dan WBBM  kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk
dilakukan reviu dan memperoleh predikat Menuju WBK atau WBEM,

[2) TPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

a. penanggung jawah;

b. koordinator fsupervisor; dan

C. angeota,

(3] Unsur TPl sebagaimana dimaksud pada avat (2] berasal dari Inspektorat
(%) EF'I sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
upati.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

(1] SKPD yang telah ditetapkan wntuk diusulkan memperoleh predikat
Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas sebelum dilakukan penilaian oleh TPL

(2] SKPD yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan
pembinaan oleh Tim Kerja Pembengunan Zona Integritas dalam rangka
mempertahankan predikat Menuju WBK serta memperoleh predikat
Menuju WBEM.

(3) SKPD yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan
pembinaan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam rangka
mempertahankan predikat Menuju WBBM.

(4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi
oleh Tim Pembangunan Zona Integritas SKPD.

(5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua)
mdikator hasil,

(6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada avat (5) terdiri atas
manajemen peérubahan, penataan tata laksana, penathan manajemen
sumber dava manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

(7] Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada avat (5] terdiri atas
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyvarakat.

(8) SKPD yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju
WBK /WBBM dilakukan pembinaan kembali.

|
:
¢
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BAB V1
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hubu
Raya.

¢
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ( douwembaer 2020

PATI KUBLU RAY, q




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUBL RAYA
NOMOR 8¢ TAHUN 2020
TENTANG

PEMBANGUNAN
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI

ZONA

MELAYANI

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBLU RAYA

A. KOMFONEN PENGUNGRKIT

1.

Manajemen Perubahan

INTEGRITAS

BERSIH DAN

NO

INDIKATOR

RENCANA AKSI

Penyusunan Tim Kerja

membentuk  tm
pembangunan Zona Integritas menuju
WBEK/WBBM.

untuk melakukan

2. | Dokumen Rencana a. dokumen rencana kerja pembangunan
Pembangunan Zona Zona Integritas telah disusun dan
Integritas menuju memuat target prioritas yang relevan
WBK,/WBBM dengan tujuan pembangunan Zona

Integritas; dan

b. terdapat mekanisme atau media untak
mensosialisasikan pembangunan Zona
Integritas. "

3, | Pemantauan dan a. monitoring dan evaluasi terhadap
Evaluasi kegiatan pembangunan Zona Integritas
Pembangunan Zona menuju WBK/WBBM; dan
Integritas b. tindak lanjut terhadap hasil monitoring

i menuju WBK/WBBM dan evaluasi.

4. | Perubahan Pola Pikir | & pimpinan berperan sebagai role model
dan Budaya Kerja dalam pelaksanaan pembangunan

n

Zona Integritas menuju WBK/WBEBEM;
agen perubahan telah ditetapkan; '
budaya kerja dan pola pikir telsh
dibangun di SKPD; dan

SKFPD terlibat
pembangunar Zona Integritas.

dalam

——
L)



2. Penataan Tata laksana

INDIKATOR

RENCANA AKSI

Prosedur Operasional
tetap Kegatan Utama

a. prosedur operasional tetap mengacu
kepada peta proses bisnis instansi;

b. prosedur operasional tetap telah
diteraphkan; dan

c. prosedur operasional tetap telah

a. dokumen rencana kerja pembangunan
Zoma Integrites telah disusun dan
memuat target prioritas vang relevan
dengan tujuan pembangunan Zona
Integritas; dan

b. terdapat mekanisme atau media untuk
mensosialisasikan pembangunan Zona
Integritas.

Keterbukaan
Informasi Publik

a. monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan

b. tindak lanjut terhadap hasil monitoring
dan evaluasi.

Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kerja

a. pimpinan berperan sebagal role model
dalam pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
agen perubahan telah ditetapkan;
budaya kerja dan pola pikir telah
dibangun di SKPD; dan
d. anggota SKPD  terlibat  dalam
pembangunan Zona Inteégritas menuju
WEBK/WBBM.

2l

3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

NO

INDIKATOR

RENCANA AKS]

Perencanasan
Kebutuhan Pegawai
sesual dengan

Kebutuhan Organisasi

A, menerapkan rencana kebutuhan |
pegawai vang mengacu  kepada
peta jabatan dan  hasil analisis

beban kerja; dan
b. menerapkan mornitoring dan
evaluasi terhadap rencana

kebutuhan pegawal di unit
kerjanya.

2 | Pola Mutasi Internal a. penyusunan kebijakan pola mutasi
internal;
b. penerapan kebijakan pola mutasi
internal; dan
c. monitoring dan evaluasi atas
kebijakan pola mutasi internal
3 | Pengembangan Pegawai |a. penganggaran kegiatan

Berbasis Kompetensi

pengembangan profesi (Diklat); dan
b. monitoring dan  Evalussi  atas
kegiatan pengembangan profesi.




Penetapan Kinerja
Individu

. penerapan penetapan kinerja

individu;
penetapan  kKinerja
dengan  indikator
diatasnye;
penetapan kinerja individu
dilakukan secara periodik; dan

individu sesuai
kinerja ievel

- hasil penilaian kinerja individu telah

dilaksanakan mulai dari penetapan,
implementas: dan pemantauan.

Penetapan Aturan
Disiplin/ Kode Etik/
Perilaku Pegawai

penerapan aturan disiplin/kode etik/
kode perilaku pegawai,

Sistem Informasi
Kepegawailan

pemutakhiran informasi kepegawaian
dilakukan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

NO

INDIKATOR

RENCANA AKSI

Keterlibatan Pimpinan

a.

b.

pimpinan terlibat secara langsung
dalam penyusunan perencanaan;
pimpinan terlibat secara langsung
dalam penyusunan penetapan
kinerja; dan

. pimpinan  memantau peNcApaian

kinerja secara berkala.

Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja

Mo

penyusunan dokumen
perencanaarn,

dokumen peréencanaan berorientasi
hasil;

penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU);

indikator kinerja memiliki kriteria
Specific, Measureable, Achieveuble,
Realistic, Timely;

penyusunan laporan kinerja; dan
peningkatan  kapasitas  sumber
daya manusia yang menangani
akuntabilitas kinerja_

= I



3. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal
Pemerintah (SFIP]

b.

NO INDIKATOR RENCANA AKSI
1 | Pengendalian a. public campaign tentang pengendalian
Gratifikasi gratifikasi; dan
b. mengimplementasikan  pengendalian
gratifikasi.
2 | Penerapan Sistem a. membangun lingkungan pengendalian

di SKPD)y;

melakukan  penilaian
SKPD' terkait; dan
sogialisasi Sistem Pengendalian Intern
ke pihak terkait.

risitko atas

Lol

Pengaduan
masyarakat

. menindaklanjuti  hasil

. menindaklanjuti

mengimplementasikan
pengaduan masvarakat;
PEMANgAnAn
pengaduan masvarakat;

maonitoring  dan evaluasi hasil

penanganan pengaduan masyvarakat;
dan

hasil evaluas:
penanganan pengaduan masyarakat,

kebijakan |

Whistle Blowing
Sysatem

menerapkan Whistle Blowing Systerm
mengevaluasi penerapan  Whistle
Blowing System; dan

. menindaklanjuti evaluasi penerapan

Whistle Mg&yﬂm

Benturan Kepentingan

mengidentifikasi

kepentingan dalam  tugas fungsi
utama;

mensosialisasilkan kebijakan
penanganan benturan kepentingan;
mengimplementasikan kebijakan
penanganan benturan kepentingan;
mengevaluasi pelaksanaan
penanganan  benturan kepentingan;
dan

menindaklanjuti hasil evaluasi
pelaksanaan penanganan  benturan

kepentingan. i

6, Penguatan Peningkatan Pelayanan Publik

benturan |

NO

INDIKATOR

RENCANA AKSI

Standar Pelavanan

a. penyusunan standar pelayanan di

b. penyusungan

SKPD;
SOP bagi standar

pelavanan; dan

¢. melakukan reviu dan perbaikan atas

standar pelavanan dan SOP.




a3l

Budayva Pelayanan a. melakukan sosialigasi/ pelatihan

Prima berupa kode etik, estetika, capacity
builcing dalam wupaya  penerapan
budaya pelayanan prima;

b. memiliki informasi tentang
pelayanan mudah diakses melalui
berbagai media;

c. merniliki siatem reward and
punishment bagi pelaksana layanan
serta pemberian kompensasi kepada
penerimna lavanan bila layanan tidak
sesual standar;

d. memiliki sarana layanan terpadu/
terintegrasi; dan _

= e¢. melakukan inovasi pelayanan ,

3 |Penilaian Kepuasan |a. melakukan survei kepuasan

Terhadap Pelayanan masyarakat terhadap pelayanan;

b. hasil survei kepuasan masyvarakal
dapat diakses secara terbuka; dan

c. melakukan tindak lanjut atas hasil
survel kepuasan masvarakat.

B. KOMPONEN HASIL

1. Teérwujudnva Pemerintahan vang Bersih dan Bebas dari Korupasi,
Kolusi dan Nepotisme

NO INDIKATOR RENCANA AKSI

1 | Nilai persepsi korupsi | melakukan survel ekstermal atas persepsi
korupsi di daerah.

2 -Fm'aemau: memindaklanjuti hasil pemeriksaan,
Penvelesaian Tindak
Lamjut Hasil
Pemeriksagn
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada
Masyaralkat
NO INDIKATOR RENCANA AKS] -
1 Nilai persepsi melaku survei eksternal atas pe a1
kualitas pelayanan | kuali anan di SKPD, 5




